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No.527, 2010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
Guru. Kepala Sekolah/Madrasah. Penugasan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2010
TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala

sekolah/madrasah untuk  memimpin  dan mengelola
sekolah/madrasah dalam upaya meningkatkan mutu
pendidikan;

. bahwa daam rangka meningkatkan kualitas kepala

sekolah/madrasah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah/madrasah serta sertifikasi kompetens
dan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah;

. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai
Kepala Sekolah sudah tidak sesuai dengan perkembangan
sistem pendidikan nasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, b, dan ¢ perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional tentang Penugasan Guru Sebagai
Kepala Sekolah/Madrasah;
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasiona (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provins, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4754);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

11.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

12.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungs Eselon |
Kementerian Negara;

13.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformas Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASONAL
TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH/ MADRASAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk
memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-
kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI),
sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah
tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB),
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10.
11.

sekolah menengah atas'madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah
ke uruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah
atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI)
atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasiona
(SBI).

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengagjar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluas peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah adalah suatu
tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah melalui
pemberian pengalaman pembelgaran teoretik maupun praktik tentang
kompetens kepala sekolah/madrasah yang diakhiri dengan penilaian sesuai
standar nasional.

Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah/madrasah
yang bertujuan untuk menila ketepatan calon dengan sekolah/madrasah
dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.

Kompetens kepala sekolah/madrasah adalah pengetahuan, sikap dan
keterampilan pada dimens-dimens kompetensi kepribadian, mangjerial,
kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat
yang peduli pendidikan.

Sertifikat kepala sekolah/madrasah adalah bukti formal sebagai pengakuan
yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenunhi
kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala
sekolah/madrasah.

Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala
sekolah/madrasah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang
dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
profesonal kepala sekolah/madrasah yang dilaksanakan berjenjang,
bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan managemen
dan kepemimpinan sekolah/madrasah

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Kementerian adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah
dalam bidang pendidikan nasional.
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Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintah dalam bidang
pendidikan nasional.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di
bidang pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Kantor wilayah kementerian agamakantor kementerian agama
kabupaten/kota adalah perwakilan Kementerian Agama tingkat provinsi
dan tingkat kabupaten/kota.

Dinas proving adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan
di provins.

Dinas kabupaten/kota adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang
pendidikan di kabupaten/kota.

Pengawas sekolah/madrasah adalah guru yang diangkat dalam jabatan
pengawas sekolah/madrasah.

BAB |1
SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
Pasal 2

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagal kepala sekolah/madrasah apabila
memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. beriman dan bertagwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa;

b. memiliki kualifikas akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma
empat (D-1V) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang
terakreditas;

C. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu
pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;

d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter
Pemerintah;

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

f. memiliki sertifikat pendidik;
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